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Menimbang : a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peratrrran
Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2OLT
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belaqja baerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2Ol7;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembenhrkan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tatrun 1994 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun LggT tentang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OOO

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20OO Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3e88);
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
PenyelJnggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun tggg Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo3
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a2861;

Undalg-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a355);

undang-undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OOl;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OA4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor lO4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\i

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor
L26, Tasrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
aa38l;

Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5Oa9) ;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2LO4
tentang Pemerintahan Daerah (L,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OA4 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 44161 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2OOT tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
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Perwakilan Ralqyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oo7 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 47 t2);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
pengelolaan Keuangan Badan Layanan UmUm (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor a502l;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Rep-ublik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a5781;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO5 tentang
Pedoman Pen5rusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a5B5);

Peraturan pemerintah nomor 79 Tahun 2OO5 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran
Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OOS Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a593 );

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor +6La\

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OLO tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OLO Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2O1O tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O1O Nomor L23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2ott tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun zAfi Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 52191;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2Al2 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL2
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 52721;
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23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana

telah Jua kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2}tt tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2}ll Nomor 310);

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2OO8

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten sambas Tahun 2008 Nomor 4),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sambas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan
pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 10);
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DAERAH KABUPATEN SAMBAS

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Angaran 2Ol7 terdiri atas :

a. Pendapatan :

1. Pendapatan Asli Daerah

2. Dana Perimbangan

3. Lain-Lain PendaPatan
Yang Sah

JUMLAH PENDAPATAN

b. Belanja:

1. Belanja Tidak Langsung

Rp. 1.634.OO3.339.883,87

Rp.

Rp.

Rp.

200.322.596.7 L2,12

L.227 .460.944.080,00

206.219.799.O9L,75

609.A37 .702.782,O1

928.345,O74,72

t5.t47 .685.951,00

857.500.000,o0

1.450.390.727,OO

245.245.809.812,92

27.A26.973,00 (+)

(+)

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. 872.694.461.320,65



2. Belanja Langsung

a) Belanja Pegawai Rp. 59.90L'L7O'813,O1

b) Belanja Barang Rp- 386'777 '984 '48L,88
Jasa

c) Belanja Modal Rp. 319'523'642'+09,54 (+)

Rp. 766.202.797.7O4,43

JUMI,A,H BELANJA Rp. 1.638'897'259'025,08

SURPLUS / RP. (4.393"919' 14 l,zll
(DEFISIT)

c. Pembiayaan

1. Penerimaan Pembiayaan Rp. 87 -49O.L77.362,21
Daerah

2. Pengeluaran
Pembiayaan Daerah

Rp. 54.238.990.000,06 (-)

JUMLAH PEMBIAYAAN Rp- 33.251 .187.362,t5
NETTO

SISA LEBIH RP. 28.357.268.220,94
PEMBIAYAAN
ANGGARAN TAHUN
BERKENAAN

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan
Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud



dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan

PJraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 30 Agustus 2018

BUPATI SAMBAS,

ttd

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diudangkan di Sambas
Pada tanggal 3O Agustus 20L8

Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas

ttd

URAY TAJUDIN

BERffA DAERAFI IGBUPAf,EN SAI\4BAS TAHUN 2018 NOMOR 4 1

Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Hukum,

Pembina TK. I M/b)
Nip. 19680612 t99710 1 OO1


